BAB IV

PERKARA 18 UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM TENTANG
BARAMBANGAN PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH

A. Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan
ditinjau dari Prinsip-Prinsip Pokok Magéshid asy-Syari*ah

Asy-SyathibT menjelaskan bahwa, beban-beban hukum sesungguhnya ialah
untuk menjaga magashid (tujuan) hukum itu sendiri kepada makhluk (manusia).
Tujuan Allah swt. dalam menetapkan hukum (syari‘ah) adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan yang merupakan tujuan
inti dari syari‘ah tersebut dapat terwujud jika prinsip-prinsip pokoknya telah
diwujudkan dan dipelihara.*

Prinsip-prinsip pokok tersebut ialah, hifzh ad-din (perlindungan agama),
hifzh an-nafs (perlindungan jiwa), hifzh al-'agl (perlindungan akal), hifzh an-nasl
(perlindungan keturunan), dan hifzh al-mal (perlindungan harta).? Beberapa ulama
pakar ushul fikih juga ada yang menambahkan hifzh al-'irdh (perlindungan
kehormatan) disamping prinsip-prinsip pokok yang telah disebutkan di atas.®

Dari hasil analisis terhadap Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam
tentang Barambangan ini, penulis menenemukan ada lima prinsip pokok
magashid asy-syari‘ah dalam Perkara 18 undang-undang ini, kelima prinsip
tersebut ialah hifzh ad-din (perlindungan agama), hifzh an-nafs (perlindungan

jiwa), hifzh al-'irdh (perlindungan kehormatan), hifzh al-'agl (perlindungan akal),

YIbrahim ibn Misa asy-Syathibi, Al-Muwafagat..., h. 7.
?Ibid., h. 7-9.
%Jaseer Auda, Maqasid al-Shariah..., h. 4.
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dan hifzh an-nasl (perlindungan keturunan). Dalam penelitian ini, penulis lebih
cenderung untuk menggabung analisis hifzh an-nafs dengan hifzh al-'irdh, karena
memiliki kesamaan objek perlindungan. Selain itu, penulis juga lebih cenderung
menggunakan istilah “perlindungan generasi penerus” ketika menyebutkan hifzh
an-nasl (perlindungan keturunan) sebagai prinsip pokok.

1. Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Sebagai Wujud untuk
Melindungi dan Menegakkan Ajaran Islam

Sebagaimana yang telah dikemukan pada bab sebelumnya bahwa, secara
keseluruhan Undang-Undang Sultan Adam ini merupakan bagian dari hukum
Islam yang diwujudkan melalui undang-undang yang bertujuan untuk menata
kehidupan masyarakat Banjar yang memiliki karakteristik islami dan bersifat
eksotis tersebut. Selain itu, Kesultanan Banjar pada masa Sultan Adam adalah
sebuah negara teokrasi, yang mana seorang raja atau sultan menganggap dirinya
sebagai pelaksana hukum Tuhan.* Sehingga, adanya Undang-Undang Sultan
Adam ini tentu tidak terlepas dari penegakkan ajaran dan hukum agama Islam di
tanah Banjar.

Perkara 18 tentang Barambangan yang menjadi objek dalam penelitian ini
merupakan salah satu perkara dari Undang-Undang Sultan Adam. Perkara ini
tentu saja menjadi salah satu bagian dari penegakan hukum Islam di Tanah Banjar
terebut. Mengapa demikian, karena persoalan barambangan yang ada di
masyarakat Banjar ini merupakan persoalan suami istri yang dalam hukum Islam

termasuk ranah pembahasan hukum keluarga Islam.

“Rustam Effendi, “Undang-Undang Sultan Adam”..., h. 50.
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a. Islam Mensyariatkan Perkawinan dan Membenci Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan merupakan
akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah swit.
dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.’
Telah banyak dalil Alguran maupun hadis yang menjelaskan tentang pensyariatan
perkawinan ini, bahkan Rasulullah saw. dalam sebuah hadis menyebut
perkawinan sebagai bagian dari menyempurnakan separuh agama, sebagaimana
yang penulis kutip dari kitab hadis at-Targhib wa at-Tarhib:
S a1l R G e a8 B 58 8 sl wde 1 Lo 0 25 Ju
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Pada hakikatnya, perkawinan itu juga adalah sebuah kontrak atau
perjanjian yang dibuat seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah
tangga dalam mengarungi kehidupan.” Namun, tidak dapat dipungkiri ikatan
perkawinan tidak selamanya berjalan mulus, tentu ada lika-liku dalam hubungan
perkawinan antara pasangan suami istri. Adanya pembahasan tentang fasakh,
li‘an, zhihar, ila’, syigaq, nusy(z, hingga thalag yang dibahas dalam kitab-kitab
fikih merupakan indikasi dari hal tersebut.

Thélaq atau perceraian sebenarnya hanya sebagai pintu darurat jika sebuah

perkawinan itu tidak dapat lagi untuk diselamatkan. Agama Islam sangat

*Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Kompilasi..., h. 1.

®Abd al-Adzim ibn Abd al-Qawi al-Mundziri, At-Targhib wa at-Tarhib min al-Hadits
asy-Syarff, jilid 111 (Bayrdt: Dar lhya™ at-Kutub al-'limiyah, 1996), h. 29.

"Yunan Nasution, “Cerai: Pintu Darurat,” dalam A. Sanusi, Badri, dan Syafruddin, eds.,
Apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Rumah Tangga (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 148.
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membenci adanya perceraian dan Islam memandangnya sebagai sebuah
keburukan. Islam sendiri telah mengajarkan langkah-langkah preventif agar
perceraian tidak terjadi, seperti tindakan yang harus dilakukan suami ketika istri
nusy(iz atau ketika keduanya terlibat syigaq.

Sejalan dengan hal itu, dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam
tersebut, tersirat bahwa sultan pun sangat tidak setuju dengan adanya perceraian.’
Barambangan yang merupakan sebuah jeda untuk menuju pilihan-pilihan
perceraian tersebut, berusaha untuk diredam oleh sultan melalui undang-
undangnya, yaitu dengan menyuruh segera berdamai (segala berkebaikan). Dalam
hal ini sultan ingin menegaskan kembali apa yang telah disabdakan oleh
Rasulullah saw. dalam sebuah hadis, bahwa perkara halal yang paling dibenci oleh
Allah swt. adalah perceraian, yang bunyi hadisnya sebagai berikut:

o i e 1 e s g R els o B e e 1 1 s it s s
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Secara moral perceraian adalah sebuah pengingkaran, dengan perceraian

tali keluarga yang terjalin dengan nama Allah swt. harus terputus.'* Perceraian

dapat dikatakan sebagai perbuatan dosa dan terlarang, karena dengan perceraian

®Ibid., h. 150.
°Lihat Rustam Effendi, “Undang-Undang Sultan Adam”..., h. 46.

9sylayman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, Sunan Abll Dawdd, jilid VI (Bayrdt: Dar lhya" at-
Turats al-'Arabf, t.th.), h. 227.

“Masdar F. Mas'udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih
Pemberdayaan (Bandung: Mizan, 1997), h.162.
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itu dapat merusak kehidupan, agama, dan kehormatan wanita.> Meskipun
Rasulullah saw. menyebutnya sebagai perkara yang halal, namun, perceraian
tanpa alasan yang benar merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt.,
karena ia dapat menghilangkan kebaikan-kebaikan dalam perkawinan yang
dianjurkan dalam Islam.®

Sultan tidak ingin rakyatnya melanggar apa-apa yang telah jelas diperintah
dan dilarang dalam agama Islam tersebut. Sebagai kesultanan yang menegakkan
hukum Islam, beliau benar-benar ingin menerapkan hukum itu secara menyeluruh
bagi masyarakatnya. Sehingga, perceraian yang merupakan perbuatan yang
dilarang oleh agama tersebut, berusaha diredam dan diantisipasi oleh sultan
melalui undang-undangnya, yaitu, melalui Perkara 18 Undang-Undang Sultan
Adam tentang Barambangan.

b. Islam Melarang Perselisihan Suami Istri

Sebagaimana diketahui, barambangan ialah sebuah situasi jeda antara
suami istri yang sedang dalam persoalan rumah tangga untuk menentukan pilihan-
pilihan untuk bercerai atau rujuk kembali.** Dalam hal ini, barambangan terjadi
disebabkan oleh adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami istri atau

sebab yang lain. Dalam Alquran dijelaskan bahwa agama sangat melarang adanya

Al Husayn Muhammad Makki al-Amili, Ath-Thalag Khati‘atu Man?, terj. Muhdhor
Ahmad Assegaf dan Hasan Shaleh, Perceraian Salah Siapa?: Bimbingan dalam Mengatasi
Problematika Rumah Tangga (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 38.

BAs-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, jilid II..., h. 154.

Y“Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4
Mei 2018.
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perselisihan atau pertengkaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Qaf/50:
28:
(YA 10+ [3) sty S Ea8 365 ] 1,0 Y 6
Sultan melalui Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ingin
menegaskan kembali bahwa barambangan yang disebabkan perselisihan atau
pertengkaran tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Oleh
sebab itu, pasangan suami istri yang sedang barambangan tersebut diperintahkan
oleh beliau untuk segera berdamai (segala berkerbaikan), agar pasangan suami
istri tersebut terhindar dari murka Allah swt. Hal ini juga sesuai dengan hadis
yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki (suami) tidak boleh membenci seorang
perempuan (istrinya) atau sebaliknya, yang bunyi hadisnya ialah sebagai berikut:
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Allah telah menetapkan jalan yang terbaik untuk memadamkan api
pertengkaran antara suami istri tersebut, yaitu berupa nasihat dan arahan,
meninggalkan atau memisahi tempat tidurnya, hingga memukulnya dengan
pukulan kasih sayang, serta mengutus dua orang hakam untuk mendamaikan
pertengkaran antara suami istri tersebut. Ini merupakan jalan terbaik yang telah

ditetapkan oleh Allah swt. untuk menanggulangi suami istri yang berselisih atau

B Ab( al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri an-Naysabdri, Shahih Muslim, jilid X
(Bayrdt: Dar al-Kutub al-'llmiyyah, 1992), h. 50.



111

bertengkar tersebut.'® Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa /4
35:
S8l & g A B ) 14 o) Wl 22 s il 2 GSs TR0 g Bs 2 O
(YO refsldly s e

Dalam hal ini, secara tersirat sultan menginginkan pertengkaran suami istri
yang sering membawa kepada kemudharatan atau kemafsadatan tersebut agar
dapat segera diselesaikan. Ini merupakan sebuah upaya sultan melalui undang-
undangnya untuk mendatangkan maslahat bagi masyarakat Banjar, yang dalam
hal ini adalah pasangan suami istri. Jika terus menerus terjadi perselisihan, maka
kehidupan pasangan suami istri tersebut yang harusnya berkasih sayang, akan
menjadi sebuah neraka bagi keduanya maupun pihak keluarganya. Sehingga
tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah tersebut tidak akan dapat dicapai.'’

c. Islam Melarang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Islam sangat membenci setiap perbuatan kekerasan, salah satu bentuk
kekerasan ialah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan suami
kepada istrinya. Dalam hukum barambangan pada Perkara 18 Undang-Undang
Sultan Adam tersebut, suami dilarang untuk mamegang (menyentuh) istri. Dalam
memahami sebuah hukum, perlu penelaahan pada lafal perintah dan larangan yang

terdapat dalam hukum tersebut.

®Wahbah az-Zuhayli, Al-Figh al-Islami, jilid IX..., h. 6875-6876.

YDirektorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Kompilasi..., h. 1.
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Dalam konteks ini, suatu perintah harus dipahami bahwa suatu yang
diperintahkan itu untuk diwujudkan atau dilakukan. Perwujudan dari isi perintah
itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh pembuat hukum, begitupun sebaliknya
dengan sesuatu yang dilarang. Ada pembatasan lafal perintah dan larangan yang
tidak terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain adalah untuk menjaga
dan membedakan dari perintah atau larangan yang mengandung tujuan lain.*®
Adanya larangan mamegang dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam
tentang Barambangan tersebut merupakan sebuah larangan yang mengandung
tujuan lain dari makna hakiki kata mamegang tersebut.

Larangan mamegang bukanlah larangan yang berdiri sendiri, akan tetapi
hanya bertujuan untuk menguatkan perintah agar segera berdamai (segala
berkebaikan) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekerasan
dalam rumah tangga. Mamegang atau menyentuh istri sendiri bagi suami hukum
asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa
tidak terdapat aspek magashid asy-syari‘ah yang hakiki dari teks larangan
mamegang dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang
Barambangan tersebut.

Mamegang yang dimaksud dalam Perkara 18 tersebut adalah tindakan
mengajak istri untuk bersatu kembali secara langsung tanpa melalui mediator
perdamaian. Larangan ini dilakukan karena, suami adalah orang yang memiliki

kecendrungan lebih dominan, sehingga dikhawatirkan ia dapat semena-mena dan

18 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqgashid..., h. 92-93.
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melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya.® Hal inilah yang sebenarnya
dilarang oleh ajaran Islam, dalam Alquran dijelaskan bahwa, suami dilarang untuk
rujuk kembali kepada istrinya dengan menganiaya dan memberikan
kemudharatan, hal ini terdapat dalam Q.S. al-Baqgarah/2: 231.:
s s Tydend e ASLE N s e of ks 240 el A o 12 13
1Sy ST A e ol s oK ol cass Ty8hig 1538 ol T Todes g 205 <6 385 U8
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Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa bahwa suami diharamkan untuk
memaksakan kehendaknya kepada istrinya. Ayat ini secara tersirat melarang
adanya kekerasan terhadap perempuan, inilah sebenarnya salah satu magashid
asy-syari'ah dari Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan
ini, yaitu untuk meng-counter tindak kekerasan laki-laki terhadap perempuan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa'/4: 19:
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d. Penegakkan Hakamain dalam Hukum Islam

Dalam Perkara 18 ini juga mengisyaratkan pentingnya peran seorang
hakim dan juru damai dari pihak keluarga yang dalam bahasa agama adalah
“hakamain”. Dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat Banjar, bahwa suami
istri yang barambangan ini biasanya akan diselesaikan melalui mediator kerabat

kedua belah pihak suami dan istri. Hukum adat sendiri merupakan resepsi dari

¥Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli
Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.
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ajaran agama, karena sesuai dengan definisi hukum adat itu sendiri yang “sana
sini mengandung unsur agama” dan juga sesuai dengan sebuah teori dalam hukum
adat, yaitu teori repcetio in complexu (hukum adat adalah resepsi seluruhnya dari
agama yang dianut oleh golongan masyarakat tersebut).?

Masyarakat Banjar sendiri dikenal dengan masyarakat Islam, karena
agama Islam merupakan ciri khas pokok dari masyarakat Banjar.* Dalam Islam,
sebagaimana yang termuat dalam Alquran dan kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa
apabila antara suami istri terlibat perselesihan, maka Alquran menjelaskan agar
suami istri tersebut segera didamaikan dengan mengutus mediator (hakamain),
yang terdiri dari seorang hakam perwakilan dari pihak suami, dan seorang hakam
perwakilan dari pihak istri.”* Hal ini senada dengan hukum adat penyelesaian
barambangan yang berlaku di masyarakat Banjar, khususnya pada masa
Kesultanan Banjar yang dipimpin oleh Sultan Adam.

Menyadari fakta tersebut, undang-undang ini ingin menegaskan bahwa,
peran seorang hakim sebagai penegak hukum Islam dan mediator (juru damai)
dari kerabat kedua belah pihak, tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari hukum
adat masyarakat pada masa itu, akan tetapi, juga merupakan bagian dari hukum
Islam yang tidak dapat terpisahkan dan memiliki fungsi yang sangat penting

dalam hukum tersebut.

2Byshar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat..., h. 3-4.
2 Ahmadi Hasan, Adat Badamai..., h. 112.

#As-Sayyid Sabig, Figh as-Sunnah, jilid II..., h. 198. Lihat juga Wahbah az-Zuhayli, Al-
Figh al-Islami, jilid 1X..., h. 7060.
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Selain itu, dalam hukum Islam, Kketerlibatan atau peran mediator
(hakamain) dari pihak suami dan istri ketika keduanya sedang dalam perselisihan
hukumnya adalah wajib dan ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab
pemerintah.? Atas dasar itu, Sultan Adam pun bertanggung jawab untuk
melaksanakan kewajibannya tersebut, yaitu mengatur keterlibatan mediator atau
hakamain ketika ada pasangan suami istri dalam masyarakat Banjar yang sedang
mengalami barambangan.

e. Islam Mengajarkan Tanggung Jawab bagi Seorang Pemimpin

Dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam, bagi pasangan suami
istri yang sedang barambangan, jika suami ingin mamegang atau menentukan
pilihan kembali bersatu dalam satu rumah dengan istrinya, maka harus ada pihak
ketiga sebagai mediator untuk mendamaikan. Dalam undang-undang tersebut
dijelaskan bahwa yang berperan sebagai mediator adalah hakim dan kerabat kedua
belah pihak (suami istri) untuk menasihati dan mendamaikan keduanya (maka
hakim serta karabat kadoea pihak keosoeroeh mamadahi dan membaikkan dan
apa-apa kasalahan kadoea pihak).*

Jika masalah barambangan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui hakim
dan kerabat kedua belah pihak, maka muncullah ultimatum sultan “padahkan
kajah diakoe™. Artinya, masalah tersebut wajib disampaikan kepada sultan, jika
hakim dan kerabat dan kerabat kedua belah pihak selaku mediator sudah tidak

mampu lagi untuk mendamaikan suami istri yang sedang barambangan tersebut,

2 jhat Abdus Shomad, Hukum Islam..., h. 321-323.

*Wawancara dengan Rustam Effendi, Pengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan Ahli
Bahasa Banjar, 7 Mei 2018.
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karena “perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi” atau karena
konfliknya sudah sangat besar yang dalam bahasa fikih disebut dengan syigaq,
Dalam hal ini, hakimlah yang berkewajiban untuk menyampaikan masalah
barambangan ini kepada sultan.?®

Ini artinya, adanya sebuah sistem dalam upaya penyelesaian permasalahan
barambangan dalam masyarakat Banjar, yang mana sistem tersebut diadopsi dari
hukum Islam dan hukum adat yang berlaku pada masa itu. Jenjang pertama yang
harus dilakukan bagi orang yang sedang barambangan ialah upaya perdamaian
yang dipimpin oleh hakim dan dimediatori oleh kerabat kedua belah pihak.
Kemudian, jenjang kedua, jika tidak dapat diselesaikan melalui hakim dan kerabat
kedua belah pihak, maka permasalahan suami istri yang barambangan tersebut
akan sampai kepada sultan, dan sultan bertanggung jawab untuk
menyelesaikannya melalui jalan yang terbaik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh
sebuah hadis, bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab atas yang
dipimpinnya, dan di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu:
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Sistem ini dibangun atas dasar hukum Islam bahwa seorang pemimpin

memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyat yang dipimpinnya. Sultan

®\Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Akhmad Fauzi Aseri, Tokoh Adat
Banjar, 15 Mei 2018.

%Ab0 al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri an-Naysabri, Shahth Muslim, jilid
XIl..., h. 168.
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ingin terlibat langsung dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai
pemimpin, karena beliau menyadari seorang pemimpin adalah sebagai pelayan
rakyat yang berkewajiban untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami
oleh rakyatnya. Sehingga, tak heran, jika Sultan Adam terkenal sebagai seorang
sultan yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap keadaan rakyat dan dijunjung
tinggi oleh rakyatnya, karena beliau adalah seorang pemimipin yang selalu
berusaha untuk menyejahterakan rakyatnya.*’

Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, bahwa
seorang pemimpin adalah sebagai pelayan rakyatnya dan tidak boleh sembunyi
dari hajat kepentingan rakyatnya, atas dasar inilah sultan ingin mengabdikan
dirinya untuk rakyat dengan keterlibatannya dalam menyelesaikan permasalahan
yang ada dialami oleh rakyatnya tersebut, adapun bunyi hadisnya sebagai berikut:
O 52l 5.2 o3 el O g of g S35 50 1 F Bhe fakal A 1 bl s
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2. Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Sebagai Wujud untuk
Melindungi Jiwa dan Kehormatan Masyarakat Banjar

Prinsip pokok yang kedua setelah perlindungan terhadap agama adalah
perlindungan terhadap jiwa, jiwa yang dimiliki setiap manusia memiliki hak untuk
mendapat perlindungan dan penghormatan. Hak pertama dan utama yang

diperhatikan Islam adalah hak bagi kehidupan, hak yang disucikan dan tidak boleh

%"|ihat Ahmadi Hasan, Adat Badamai..., h. 115.
%3ulayman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, Sunan Abli Dawdd, jilid VIIL..., h. 166.
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dihancurkan kemuliaannya.”® Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh
Rasulullah saw. melalui khutabahnya di Padang Arafah, yaitu:
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Dari petikan khutbah tersebut, menjadi jelas bahwa Islam sejak empat
belas abad yang lalu telah mensyariatkan untuk melindungi hak asasi manusia
secara menyeluruh. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan untuk
menjaga hak-hak tersebut. Islam telah membentuk masyarakatnya di atas pondasi
dan dasar yang menguatkan serta memperkokoh hak-hak asasi manusia.*!

a. Perlindungan Terhadap Perempuan Banjar

Dalam mewujudkan hak asasi manusia yang telah disyariatkan oleh agama
Islam tersebut, dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang
Barambangan ini tersirat bahwa hukum yang berlaku di dalamnya bertujuan
untuk melindungi hak-hak jiwa dan kehormatan perempuan-perempuan Banjar
yang pada masa itu posisinya cenderung berada di bawah dari laki-laki.

Dalam konsep barambangan yang dijelaskan oleh TA, pada Sultan Adam
posisi perempuan adalah orang yang tidak sederajat dengan laki-laki. Jadi, orang

yang akan mendapatkan impilikasi dari proses barambangan itu cenderung yang

#Ahmad al-Mursi Husayn Jauhar, Magashid asy-Syari‘ah fi al-Islam, terj. Khikmawati,
Magashid Syariah (Jakarta: Amzah, 2010), h. 22.

¥ Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, jiid 1V (Bayr(t: Dar lhya™ at-Turats al-
'Arabf, 1993), h. 350.

¥ Ahmad al-Mursi Husayn Jauhar, Magashid asy-Syari‘ah..., h. 22.
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menjadi korban adalah perempuan, misalnya karena persoalan suami berpoligami
atau kekerasan pada rumah tangga. Hal ini dikarenakan, pada masa itu suami
memposisikan dirinya sebagai orang yang lebih dominan dan derajatnya
cenderung di atas (pemimpin) dari perempuan.®

Sebenarnya, siapapun tidak diperkenankan untuk menyakiti perempuan,
apalagi sampai membuatnya tersiksa dan tertindas, baik itu, secara fisik maupun
mental. Hal semacam itu sangat dilarang dalam agama Islam, suami yang
bertindak demikian terhadap istrinya telah melewati batas-batas hukum Allah swt.
dan istri berhak menghindarinya dengan bantuan hukum.

Melihat fakta yang ada di masyarakat Banjar pada masa itu, kepekaan
sultan pun dituangkan melalui Perkara 18 undang-undangnya. Beliau menetapkan
sebuah hukum vyang secara tidak langsung adalah sebagai sebuah upaya
perlindungan terhadap perempuan yang sering menjadi korban laki-laki yang
berbuat semena-mena, hingga berakhir kepada perbuatan kekerasan tersebut.

Suami sering meninggalkan istrinya dan kembali sesuka hatinya dengan
mudah yang mengakibatkan perempuan dibuatnya seperti mainan. Dengan adanya
hukum yang berlaku dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang
Barambangan tersebut, suami menjadi tidak lagi mudah untuk pergi
meninggalkan istrinya (barambangan) dan kembali sesuka hatinya. Jika hal itu

terjadi, maka ada sistem hukum yang termuat dalam Perkara 18 tersebut yang

#\Wawancara dengan Datuk Cendekia Hikmadiraja Taufik Arbain, Tokoh Adat Banjar, 4
Mei 2018.

*Maulana Abu al-'A'la Mududi, The Law of Marrige and Divorce in Islam, terj. Achmad
Rais, Kawin dan Cerai Menurut Islam (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 33.
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harus dijalankan bagi suami dan istrinya yang ingin kembali rujuk, yaitu, harus
melalui hakim dan kerabat kedua belah pihak. Sistem tersebut dibangun sebagai
“tameng” terhadap perempuan (istri) agar tidak diperlakukan semena-mena oleh
suaminya.

Dalam fikih dijelaskan bahwa seorang istri juga memilki hak yang wajib
dipenuhi oleh suaminya, yaitu menghormatinya, bergaul dengan baik, perlakuan
yang baik, menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan istri, dan bersabar
menghadapinya.®* Secara tersurat, fikih sebenarnya telah mengungkapkan
bagaimana cara suami untuk menghormati dan melindungi seorang istri, bukan
sebaliknya.

Perlakuan semena-mena yang dilakukan suami sebenarnya telah
melanggar apa yang telah disyariatkan oleh hukum Islam. Dalam istilah sekarang
perlakuan semena-mena tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam
rumah tangga. Dalam sebuah hadis secara gamblang dijelaskan, perbuatan
semacam ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan merupakan suatu

perbuatan yang dilarang, yaitu:
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¥ As-Sayyid Sabig, Figh as-Sunnah, jilid I1..., h. 118. Lihat juga Wahbah az-Zuhayli, Al-
Figh al-Islami, jilid 1X..., h. 6842.

%Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, jiid VII..., h. 327.
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Jika dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang, dalam

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang dimaksud dengan kekerasan dalam
rumah tangga adalah sebagai berikut:
Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
dalam lingkup rumah tangga.*

Adanya kata “terutama perempuan” dalam diktum undang-undang tersebut
menunjukkan bahwa dalam realitas sosiologis sebagian besar korban kekerasan
dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah laki-
laki (suami), walaupun ada juga yang menjadi korban justru sebaliknya, atau
orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga tersebut.*’

Beberapa abad sebelum undang-undang ini dilahirkan, di tanah Banjar
telah muncul embrio dan semangat hukum tersebut sebagai pewujudan
perlindungan terhadap perempuan, yang dalam hal ini adalah sebagai seorang
istri. Embrio dan semangat hukum tersebut telah muncul pada masa Kesultanan
Banjar era pemerintahan Sultan Adam, yaitu, melalui undang-undang yang

berlaku pada masa itu, tepatnya pada Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam

tentang Barambangan.

*Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2006), h.
2.

¥ Abdul Aziz, “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” Kordinat XVI, No. 1 (April
2017), h. 164.
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b. Perlindungan Terhadap Nyawa Masyarakat Banjar

Manusia sebagai hamba Allah swt. sangatlah dimuliakan, dijaga,
dipelihara, dan dipertahankan. Untuk mewujudkan hal itu, dapat dilakukan dengan
tidak mendekatkan manusia tersebut kepada sumber-sumber kehancuran atau
kebinasaan. Dalam Q.S al-Bagarah/2: 195 Allah swt. berfirman:
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Meskipun ayat ini diturunkan untuk menjelaskan keadaan orang yang
menolak mengeluarkan zakat, namun pengambilan konklusi adalah berdasarkan
keumuman teks, bukan kekususan sebabnya.®® Secara umum, Islam melarang
hambanya untuk membinasakan atau merugikan dirinya sendiri, apalagi orang
lain. Hal ini sebagaimana yang dilarang oleh Rasulullah saw. yang temuat dalam

sebuah hadis:
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Hadis tersebut melarang manusia untuk merugikan dirinya sendiri maupun

orang lain. Kaitannya dengan pembahasan tentang barambangan ini ialah,
barambangan yang terjadi di masyarakat Banjar itu disebabkan oleh adanya
“perbantahan” atau perselisihan antara suami istri yang cenderung merugikan
kedua belah pihak. Peselisihan tersebut memiliki sebab yang sangat kompleks dari

masalah kecil hingga besar, seperti kecemburuan, pengkhianatan, perselingkuhan,

dan lainnya. Perselisihan seperti ini, jika tidak segera didamaikan, maka ia

*®Ahmad al-Mursi Husayn Jauhar, Magashid asy-Syari‘ah..., h. 23.
¥Malik ibn Anas, Muwaththa™ Malik, jilid IV..., h. 31.
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cenderung sebagai pintu utama menuju hal-hal lain yang tidak diinginkan, seperti
penganiayaan, kekerasan fisik hingga hilangnya nyawa dari seorang istri maupun
suami yang dapat semakin merugikan keduanya.

Fakta menunjukkan, telah banyak terjadi hal-hal demikian sekarang di
masyarakat. Suami istri yang awalnya hanya terlibat perselisihan atau
pertengkaran kecil saja, lama kelamaan karena tidak ada upaya penyelesaiannya,
akhirnya menjadi besar dan menumbuhkan rasa dendam antara suami istri
tersebut, sehingga, terjadilah perbuatan yang dilarang oleh agama dengan
menghilangkan salah satu nyawa dari pasangan mereka, baik itu dilakukan secara
sadar maupun dalam keadaan emosi sesaat.*

Suatu penelitian di Amerika Serikat (Wolfgang, 1952) melaporkan bahwa,
dari sejumlah wanita yang ditemukan terbunuh, 41 persen di antaranya dibunuh
oleh suaminya sendiri, sebaliknya, 11 persen suami terbunuh oleh istrinya sendiri.
Mengatasi hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, pasangan suami istri yang
terlibat perselisihan atau pertengkaran biasanya enggan membeberkan masalah
rumah tanggganya ke pihak luar dengan tujuan untuk melindungi nama baik
keluarga. Akibatnya, penderitaannya akan berlarut-larut, semakin membesar, tidak
diketahui, dan tidak terpecahkan. Dalam hal ini sangat perlu perhatian serius dari

pemerintah terkait untuk menanggulangi hal tersebut.**

“®Hal semacam ini banyak terjadi di masyarakat, perselisihan atau pertengkaran antara
suami istri yang berujung maut. Seperti yang diberitakan dalam sebuah media nasional
“Detikcom” yang berjudul “Pertengkaran Suami Istri Berujung Maut”, http://www.m.detik.com/
news/berita/ 1738591/pertengkaran-suami-istri-berujung-maut (30 Mei 2018).

“IYaumil Agoes Achir, “Penganiayaan dalam Keluarga,” dalam A. Sanusi, Badri, dan
Syafruddin, eds., Apa dan Bagaimana..., h. 83.
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Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan ini
merupakan sebuah upaya sultan untuk menjawab dan mengantisipasi
kemungkinan buruk itu terjadi. Suami istri yang sedang barambangan, yang
disebabkan perselisihan atau pertengkaran tersebut diperintahkan oleh beliau agar
dapat segera dilakukan perdamaian melalui hakim serta kerabat kedua belah pihak
sebagai mediator untuk menasihati dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang
telah dilakukan oleh suami maupun istri tersebut.

Dengan perdamaian yang segera dilakukan tersebut, api permasalahan
tidak sempat membesar dan akan segera padam. Sehingga, hal-hal buruk yang
bisa saja terjadi dapat diantisipasi terlebih dahulu. Jadi, secara tersirat, adanya
hukum dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini merupakan sebuah
upaya untuk melindungi jiwa masyarakat Banjar yang memiliki masalah
mengenai barambangan ataupun perselisihan secara umum.

Selain itu, adanya Perkara 18 ini dapat meredam agar perceraian tidak
terjadi. Sultan sangat tidak senang dengan adanya perceraian, sebab fakta yang
terjadi, seperti sekarang, perceraian terkadang membuat diri seseorang, baik itu
suami maupun istri menjadi trauma, stres, dan kehilangan akal sehat. Sehingga, ia
dapat saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti bunuh diri.*?

Islam sangat melarang hal itu terjadi, sangat banyak dalil agama yang melarang

*’Hal semacam ini banyak terjadi di masyarakat, akibat stres perceraian mereka pun
mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Seperti yang diberitakan dalam sebuah media nasional
“Detikcom” yang berjudul “Diduga Stres Usai Cerai, Jono Tewas Gantung Diri”,
http://www.m.detik.com/news/  berita/d-3473980/diduga-stres-usai-cerai-jono-tewas-gantung-diri
(30 Mei 2018).
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umatnya melakukan hal tersebut, dan jika itu terjadi, maka ia akan kekal dalam
neraka Jahannam, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis:
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3. Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Sebagai Wujud untuk
Melindungi Akal Masyarakat Banjar

Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa, pertengkaran hingga
perceraian yang terjadi antara pasangan suami dan istri dalam rumah tangga
tersebut memiliki banyak dampak yang negatif, baik bagi istri maupun suami
yang terlibat akan hal itu. Salah satu hal yang dikemukakan sebelumnya adalah,
pertengkaran suami istri tersebut bisa saja berujung kepada tindakan kekerasan,
hingga hilangnya nyawa dari salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut.

Hal itu terjadi karena adanya tekanan batin yang membuat mental dan
psikis mereka terganggu akibat pertengkaran atau perceraian tersebut. Sehingga,
salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut menjadi trauma, stres, hingga
kehilangan akal sehatnya. Fakta yang ada di masyarakat sekarang, akibat dari
pertengkaran atau perceraian, banyak mental dan psikis suami atau istri menjadi

terganggu hingga ke akal pikirannya, bahkan berdampak pada hal yang lebih

**Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, jilid V (Bayr(t: Dar Ibn Katsir,
1993), h. 2179.
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buruk lagi, yaitu, mereka kehilangan akal sehat atau akal warasnya (gila), hingga
dapat membahayakan nyawa orang lain.**

Sultan Adam yang memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi tersebut,
tidak ingin hal tersebut terjadi pada masyarakat Banjar yang menjadi rakyatnya.
Mungkin saja pada masa itu, sultan melihat banyaknya masyarakat Banjar yang
mengalami hal tersebut. Sehingga, beliau berusaha memikirkan agar hal itu tidak
terjadi lagi, atau paling tidak dapat diminimalisir. Dalam hal ini, maka perlu
dilakukan antisipasi agar hal itu dapat ditanggulangi.

Maka, dalam upaya pengantisipasian tersebut, sultan pun menetapkan
hukum bagi orang-orang yang terindikasi sedang dalam pertengkaran yang dapat
saja menuju kepada perceraian tersebut (barambangan). Beliau pun menetapakan
hukum barambangan dalam Perkara 18 undang-undangnya yang bertujuan untuk
mengatur pasangan suami istri yang barambangan tersebut agar segera berdamai
(segala berkebaikan) dan tidak bercerai.

4. Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Sebagai Wujud untuk
Melindungi Generasi Penerus Masyarakat Banjar

Sebagaimana diketahui, adanya Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam
tentang Barambangan ini merupakan sebuah upaya sultan dalam menyelematkan
sebuah ikatan perkawinan antara suami istri dalam masyarakat Banjar yang sudah
diambang perceraian. Pedoman pertama yang perlu diingat dalam usaha

menyelamatkan ikatan perkawinan tersebut ialah dengan menyadari bahwa dalam

*Hal semacam ini banyak terjadi di masyarakat,pertengkaran atau perceraian dapat
membuat suami atau istri tersebut menjadi stres dan kehilangan akal sehat. Seperti yang
diberitakan dalam sebuah media nasional “Kompas” yang berjudul “Diduga Stres Setelah Cerai
dengan Istrinya, Suyatno Bacok 2 Orang”, http://www.regional. kompas.com/read/2018/3/17/
23311381/diduga-stres-setelah-cerai-dengan-istrinya-suyatno-bacok-2-orang (31 Mei 2018).
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suatu kehidupan perkawinan, kepentingan anak sebagai keturunan dan generasi
penerus suami istri tersebut adalah yang paling penting dari semua hal yang
dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut.*

Jika terjadi keretakan rumah tangga, maka akibatnya akan langsung terasa
pada proses perkembangan jasmani dan rohani anak. Oleh sebab itu, orang tua
memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap masa depan anaknya
tersebut.*® Orang tua merupakan pendidik alamiah sebagai orang pertama dan
utama bagi anaknya. Hilang atau pisahnya dari salah satu orang tua atau adanya
ketegangan tertentu (pertengkaran) di antara mereka dapat menghambat atau
memberi pengaruh buruk terhadap pendidikan dan masa depan anak.*’

a. Anak Sebagai Korban Pertengkaran dan Perceraian Orang Tua

Anak merupakan amanah yang dibebankan Allah swt. kepada kedua orang
tuanya. Mereka wajib bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan,
pendidikan, serta pertumbuhan fisik dan mental anak tersebut.*® Kedua orang tua
merupakan tonggak utama yang bertanggung jawab terhadap masa depan seorang
anak, karena sosok seorang ayah dan sosok seorang ibu merupakan panutan utama
bagi seorang anak dalam mengarungi kehidupannya sejak kecil. Tidak adanya

salah satu sosok tersebut sangat mempengaruhi perkembangan masa depan

**Andi Hakim Nasution, “Perkawinan atas Dasar Mawaddah dan Rahmah,” dalam A.
Sanusi, Badri, dan Syafruddin, eds., Membina Keluarga Bahagia (Jakarta: Pustaka Antara, 1996),
h. 11.

“Ibid.

*'Titi Sarjono, “Akibat Kerawanan Perkawinan bagi Perkembagan Jiwa Anak,” dalam A.
Sanusi, Badri, dan Syafruddin, eds., Apa dan Bagaimana..., h. 98.

“*Yuyu Wahyudin, Agar Harta dan Anak Menjadi Berkah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2007), h. 77.



128

seorang anak. Terlebih ketika seorang anak menjadi korban kekerasan fisik
maupun mental dalam rumah tangga akibat pertengkaran dan perceraian orang
tuanya, hal itu sangat mempengaruhi kepribadian seorang anak nantinya.

Menurut teori kesehatan mental, pengalaman-pengalaman yang dilalui
oleh seorang anak, baik pengalaman pahit maupun menyenangkan, semuanya
mempunyai pengaruh dalam kehidupannya, karena kepribadian seorang anak akan
terbentuk dari pengalaman-pengalamannya tersebut. Pengalaman-pengalaman
tersebut termasuk dalam hal pendidikan, perlakuan orang tua dengan si anak, dan
sikap orang tua satu sama lain.*

Keadaan dan suasana dalam rumah tangganya tersebut, akan
mempengaruhi mental dan kepribadian seorang anak, karena apa yang mereka
rasakan akan tercermin dalam tindakan-tindakan mereka.”® Ketika seorang anak
menyaksikan pertengkaran orang tua, bahkan hingga terjadi perceraian, maka
dalam hal ini, secara tidak disadari anak adalah sebagai korban, karena hal itu
akan sangat berdampak negatif pada perkembangan kepribadian seorang anak.>*
Rumah tangga yang selalu dihinggapi pertengkaran antara suami istri, yang tidak
terdapat di dalamnya keluarga yang harmonis, maka, sangatlah sulit terciptanya

kepribadian anak yang baik sebagai generasi penerus orang tuanya.>?

*7akiah Daradjat, “Lingkungan Keluarga dan Keschatan Mental,” dalam A. Sanusi,
Badri, dan Syafruddin, eds., Membina..., h. 101.

*Ibid.
S1Titi Sarjono, “Akibat Kerawanan™..., h. 101.

%27ainal Abidin Ahmad, “Rumah Tangga dan Pendidikan Anak,” dalam A. Sanusi, Badri,
dan Syafruddin, eds., Membina..., h. 79.
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Anak-anak yang hidup dalam lingkungan seperti itu, akan mengalami
trauma dan memandang sinis akan pembentukan keluarga yang harmonis. la
menganggap kehidupan laki-laki dan perempuan tak ubahnya seperti yang
dilakukan oleh ayah dan ibunya. Baginya rumah tangga adalah sama, yaitu area
pertengkaran dan egoisme. Selain itu, sifat buruk emosional dan kasar yang
terbangun dalam lingkungan keluarga tersebut akan membekas dalam diri seorang
anak. Nantinya, sifat tersebut akan teraktualisasi kembali ketika seorang anak
tersebut membangun rumah tangga.*

Pengalaman pahit yang dilaluinya tersebut secara tidak disadari menjadi
pendidikan buruk bagi seorang anak. Padahal, pendidikan seorang anak sangat
menentukan jalannya di masa depan, apakah ia akan bahagia atau menderita dan
apakah ia akan menjadi orang yang baik atau perusak masyarakat. Pendidikan
juga menentukan seorang anak akan cinta kepada bangsa dan tanah airnya atau
menjadi pengkhianat bangsa dan negaranya. Demikian pula kepercayaan kepada
Tuhan dan ketekunan dalam beragama, akan banyak ditentukan oleh pendidikan
dari orang tuanya sejak kecil.>*

Semangat untuk menyelamatkan generasi penerus tanah Banjar yang
sering menjadi korban pertengkaran dan perceraian orang tuanya tersebut muncul
melalui Undang-Undang Sultan Adam. Dalam Perkara 18, sultan memerintahkan
pasangan suami istri yang barambangan akibat pertengkaran tersebut, agar segera

berdamai (berkebaikan). Dalam hal ini, sultan telah melakukan antisipasi agar

**Banu Garawiyan, Memahami Gejolak Emosi Anak (Bogor: Cahaya, 2003), h. 17.
%Zakiah Daradjat, “Lingkungan Keluarga”..., h. 100.
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pertengkaran pasangan suami istri tersebut tidak berkepanjangan dan semakin
rumit, karena hal itu akan sangat berdampak buruk bagi kepribadian dan masa
depan anak yang dimiliki pasangan tersebut.

Inilah juga salah satu dasar sultan mengatur perkara tentang barambangan
tersebut disamping beliau juga tidak setuju dengan adanya perceraian. Sultan yang
memiliki kepekaan sangat tinggi kepada rakyat tersebut, beliau merasa banyak
korban yang dirugikan dari pertengkaran (barambangan) yang dapat menuju
kepada perceraian pasangan suami istri itu. Salah satu korbannya adalah, anak
sebagai generasi penerus masa depan suami istri tersebut dan sebagai generasi
penerus perjuangan tanah Banjar melawan penjajah. Mengantisipasi dan meng-
counter hal itu, sultan pun menetapkan Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam
tentang Barambangan.

b. Perceraian dapat Mengurangi Jumlah Keturunan (Anak)

Salah satu tujuan membentuk keluarga dalam sebuah ikatan perkawinan
ialah untuk memperoleh keturunan dan menghasilkan generasi muslim sebagai
generasi penerus. Di dalam Alquran digambarkan bagaimana kisah perjuangan
Nabi Ibrahim as. dan Nabi Zakaria as. memohon dengan sangat kepada Allah swt.
agar diberikan keturunan, karena keturunan merekalah kelak yang akan mewarisi
dalam penyampaian tugas risalahnya kepada umat manusia.*

Anak merupakan keturunan atau generasi penerus yang akan meneruskan
perjuangan orang tuanya, baik itu dalam urusan keduniaan secara umum, maupun

dalam hal agama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bahkan menginginkan

*Kamrani Buseri, Pendidikan Keluarga dalam Islam dan Gagasan Implementasi
(Banjarmasin: Lanting Media Aksara Publishing House, 2010), h. 47.



131

agar setiap umatnya melahirkan jumlah anak yang banyak, karena dengan anak
yang banyak, umat Islam pun akan semakin banyak. Ketika umat Islam semakin
banyak, maka beliau akan bangga dengan banyaknya jumlah umat tersebut.
Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis berikut:
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gt
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Sultan ingin melaksanakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah saw. yang
termuat dalam hadis tersebut, yaitu dengan berusaha memperbanyak umat
Rasulullah saw. sebagai generasi penerus umat Islam. Pasangan suami istri yang
bercerai, selain dilarang oleh agama, sultan menganggap itu dapat mengurangi
jumlah keturunan orang Banjar sebagai umat Rasulullah saw. Karena, dengan
maraknya perceraian, secara otomatis, sedikit banyaknya akan sangat berdampak
pada jumlah keturunan yang dihasilkan oleh masyarakat Banjar. Secara tersirat,
sultan ingin masyarakat Banjar memiliki banyak anak sebagai generasi penerus
tanah Banjar yang akan memperjuangkan serta membanggakan agama dan
bangsanya kelak.

Sehingga, perceraian yang bisa saja terjadi dalam masyarakat Banjar
tersebut, semaksimal mungkin untuk diredam dan diantisipasi oleh Sultan Adam
melalui undang-undangnya. Karena, perceraian membuat pasangan suami istri

tersebut tidak dapat memperoleh keturunan yang banyak lagi sebagai generasi

*8Sulayman ibn al-Asy'ats as-Sijistant, Sunan Ab Dawid, jilid VI..., h. 47.
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umat Rasulullah saw. Maka, sebelum terjadi perceraian atau ketika muncul
indikasi-indikasi yang akan menuju ke arah tersebut, sultan telah meredam dan
mengantisipasinya melalui Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang
Barambangan, yang mana bagi pasangan suami istri yang barambangan tersebut,
diperintahkan oleh sultan agar segera berdamai (segala berkebaikan), agar
perceraian suami istri yang tidak disenangi oleh sultan itu tidak terjadi.

Magashid asy-syari'ah di atas juga terbagi menjadi tiga tingkatan
magashid, yaitu magashid adh-dhardriyat, magashid al-hajiyat, dan magashid at-
tahsiniyat.”” Tingkatan-tingkatan itu saling berhubungan dan melindungi
tingkatan yang lebih utama.®® Tujuan perkawinan sebagai ibadah kepada Allah
swt. merupakan magéashid adh-dharQriyat, sedangkan tujuan untuk memperoleh
keturunan, rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah
merupakan maqashid al-hajiyat, kemudian, adanya hukum nusylz dan syigaq
yang merupakan salah satu sebab terjadinya barambangan ini merupakan
magashid at-tahsiniyat.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, hukum barambangan ini hadir
sebagai upaya untuk menghindari pertengkaran (nusy(z dan syigaq) suami istri
yang berkepanjangan yang dapat mengancam tidak terwujudnya dua tingkatan
magashid di atasnya. Hukum dalam barambangan ini juga dapat dikatakan

sebagai penyempurna agar terjaminnya tujuan-tujuan tersebut.

% Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid..., h. 72.
%8 Jaseer Auda, Maqasid al-Shariah..., h. 4.
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Sehingga, dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum barambangan yang
termuat dalam Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini dapat dikategorikan
dalam tingkatan magashid at-tahsiniyat. Karena, hukum barambangan ini
merupakan sebuah upaya kehati-hatian dan antisipasi yang dilakukan oleh sultan
agar tingkatan yang lebih tinggi, yaitu magashid al-hajiyat hingga magashid adh-

dhardriyat dapat terjaga dengan baik.

B. Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan
Sebagai Perwujudan Kemaslahatan Bagi Masyarakat Banjar

Kemaslahatan merupakan tujuan inti dari sebuah hukum, maslahat
diartikan oleh para ulama sebagai manfaat yang dituju oleh syara' untuk hamba
dalam menjaga prinsip-prinsip pokok magashid asy-syari‘ah.>® Asy-Syathibi
mengemukakan, bahwa dalam magashid asy-syari‘ah, secara keseluruhan hukum
itu pasti mengandung maslahat. Artinya, apabila terdapat permasalahan hukum
yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, maka, hukum
tersebut dapat dianalisis melalui magashid asy-syari'ah yang dilihat dari ruh
syariah dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif.?® Dalam hal ini, ruh
syariah dan tujuan umum tersebut telah dirumuskan oleh ulama dalam prinsip-
prinsip pokok yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dari hasil analisis prinsip-prinsip pokok tersebut, ditemukan beberapa
unsur maslahat dari hukum barambangan yang terdapat dalam Perkara 18

Undang-Undang Sultan Adam tersebut, seperti, terjaganya hakikat perkawinan,

®Muhammad Sa‘id Ramadhan al-B(thi, Adh-Dhawabith..., h. 27.
%0Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid..., h. 68.
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perceraian dapat diminimalisir, pertengkaran suami istri tidak semakin rumit dan
dapat diselesaikan, terlindungnya perempuan, jiwa, generasi penerus, akal, dan
lain-lain. Maka, dapat dikatakan bahwa adanya hukum Perkara 18 Undang-
Undang Sultan Adam tentang Barambangan ini merupakan implementasi untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat Banjar.

Menurut Al-Ghazali, setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi
eksistensi prinsip-prinsip pokok tersebut dapat dikategorikan sebagai maslahat.®*
Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini juga merupakan sebuah hukum
antisipasi demi terjamin dan terlindunginya eksistensi prinsip-prinsip pokok
tersebut bagi masyarakat Banjar.

Selain itu, ditemukan beberapa unsur mafsadat yang dapat mengancam
eksistensi prinsip-prinsip pokok tersebut dalam masyarakat Banjar jika tidak
adanya Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini. Salah satunya ialah, suami
yang selalu berbuat semena-mena terhadap istrinya hingga terjadi kekerasan
terhadap perempuan. Dalam hal ini, perbuatan tersebut dapat mengancam
eksistensi  hifzh al-'irdh  (perlindungan kehormatan) dan hifzh an-nafs
(perlindungan jiwa). Menurut Al-Ghazali, setiap sesuatu yang dapat menggangu
dan merusak prinsip-prinsip pokok tersebut dinilai sebagai mafsadat, maka
mencegah dan menghilangkan mafsadat tersebut juga dapat dikategorikan sebagai
maslahat.?? Jadi, Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam ini juga dapat

dikategorikan sebagai maslahat bagi masyarakat Banjar.

' Muhammad al-Ghazali, Al-Mustashfa, jilid I..., h. 416-417.
%2|bid.



135

Adanya hukum larangan suami memegang istrinya pada saat barambangan
yang secara teks terlihat bertentangan dengan syara’ tersebut, makna hakikinya
sebenarnya tidaklah demikian. Ketika hukum itu melarang suatu maslahat
(mamegang atau mengajak istri untuk kembali rujuk secara langsung),
sesungguhnya tujuannya bukanlah melarang kemaslahatan itu, tetapi untuk
menolak kemafsadatan yang bahayanya lebih besar dari pada maslahat.®® Dalam
hal ini, adanya hukum larangan mamegang tersebut dilakukan untuk menolak atau
mengantisipasi agar suami yang memiliki kecenderungan lebih dominan tersebut
ketika rujuk ia tidak semena-mena dan melakukan pemaksaan terhadap istrinya,
yang mana hal itu mengandung mafsadat atau kemudharatan.

Hal ini diperkuat oleh kaidah ushul fikih yang menjelaskan bahwa
“menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik maslahat, dan apabila
berlawanan antara keduanya, maka yang didahulukan adalah menolak
mafsadat”.®* Dalam hal ini, pembuat hukum dalam Perkara 18 Undang-Undang
Sultan Adam ini lebih mementingkan dan mendahulukan sebuah antisipasi atau
menolak terhadap mafsadat yang mungkin saja terjadi dan cenderung merugikan

kaum perempuan di masyarakat Banjar tersebut.

3 Ahmad ar-Rays(ni, Nazhariyat..., h. 212-213.
% Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah..., h. 39.



